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PENETAPAN 

Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg 

 

  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KANDANGAN 

 

 Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama 

dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai 

berikut dalam perkara Itsbat Nikah secara elektronik yang diajukan oleh:  

Pemohon I; 

Pemohon II; 

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon: 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti 

yang diajukan ke persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para 

Pemohon tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kandangan, dengan register Nomor 

253/Pdt.P/2024/PA.Kdg, tanggal 06 Desember 2024, Para Pemohon telah 

mengajukan permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dengan 

alasan-alasan berikut perubahannya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1993 Pemohon I dengan Pemohon II 

melangsungkan pernikahan secara adat Kaharingan dibalai Adat 

Haratai di Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut 

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut; 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menikahkan Pemohon I 

dan Pemohon II adalah Kepala Adat XXXX, dengan mas kawin uang 

sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar 

tunai dan dihadiri orang banyak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka 

dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus 

Perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;  

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan 

darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada 

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan 

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II 

bertempat tinggal di Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan sudah dikaruniai 

3 (Tiga) orang anak yang bernama : 

a) XXXX, lahir tanggal 24 Maret 2000; 

b) XXXX, lahir tanggal 12 Desember 2012; 

c) XXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2015; 

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang 

mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu 

pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam; 

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak 

mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I 

dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan 

Pernikahan Para Pemohon secara adat Hindu Kaharingan; 

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta 

nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi 

pembuatan Akta Lahir Anak sehingga para Pemohon sangat 

membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna 

dijadikan sebagai alas hukum; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon 

II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan 

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II 

(XXXX); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon 

II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1993 dibalai 

Adat Haratai di Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II; 

Subsider: 

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

 Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para 

Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan 

menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya; 

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, Para 

Pemohon menyatakan ada perubahan dan penambahan posita pada 

permohonannya yaitu : 

1. Bahwa yang benar Para Pemohon menikah secara adat pada tanggal 

14 Januari 1993 di Balai Adat Haratai di Desa Haratai Kecamatan 

Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

2. Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu adat yang bernama XXXX 

dengan saksi-saksi keluarga yang bernama XXXX; 

3. Bahwa pada setelah pernikahan tersebut Para pemohon memeluk 

Agama Islam pada tanggal 11 Mei 2023 di Banjarmasin: 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon 

telah mengajukan alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama 

XXXX, tanggal 24-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim 

Tunggal;  

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama 

XXXX, tanggal24-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim 

Tunggal;  

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal24-05-2023 yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh 

Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai 

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi 

tanggal dan paraf Hakim Tunggal;  

4. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor 220/94/MAKI/ KT/2022 tanggal 

07-12-2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Kaharingan 

Indonesia (MAKI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim 

Tunggal;  

5. Fotokopi Surat Syahadah Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas 

nama XXXX, tanggal 11 Mei 2023. yang dikeluarkan oleh Yayasan 

Hasanuddin Madjedie Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah 

diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal; 

6. Fotokopi Surat Syahadah Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas 

nama XXXX, tanggal 11 Mei 2023. yang dikeluarkan oleh Yayasan 

Hasanuddin Madjedie Banjarmasin.  Bukti surat tersebut telah 

diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;  

B. Saksi: 

1. XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

▪ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena 

saksi adalah Sepupu Pemohon I; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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▪ Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami 

isteri; 

▪ Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara 

Pemohon I dan Pemohon II; 

▪ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama 

Hindu Kaharingan pada tanggal pada tanggal 14 Januari 1993 

di Balai Adat Haratai di Desa Haratai Kecamatan Loksado 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

▪ Bahwa yang memberkati Pemohon I dan Pemohon II adalah 

Rohaniawan yang bernama XXXX; 

▪ Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXX; 

▪ Bahwa uang balaku (permintaan) secara adat dari Pemohon II 

kepada Pemohon I adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta 

Lima Ratus Ribu Rupiah); 

▪ Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan status 

Pemohon II adalah Perawan; 

▪ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan 

nasab, sesusuan maupun hubungan Perkawinan yang dilarang 

agama untuk menikah; 

▪ Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau 

menggugat atas pernikahan Para Pemohon; 

▪ Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun 

mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari 

Pemohon I maupun suami dari Pemohon II; 

▪ Bahwa Para Pemohon sampai dengan saat ini tetap rukun 

sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai; 

▪ Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II 

dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

▪ Bahwa Para Pemohon beserta anaknya telah memeluk agama 

Islam sesuai dengan surat Syahadah tanggal 11 Mei 2023 

dilaksanakan oleh Yayasan Hasanudin Madjedie Banjarmasin; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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▪ Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah 

ini ke Pengadilan Agama Kandangan adalah untuk 

mendapatkan Kutipan Akta Nikah; 

2. XXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

▪ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah 

Teman Para Pemohon  dan tahu hubungan Para Pemohon 

adalah suami isteri menikah secara adat; 

▪ Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu 

Kaharingan pada tanggal pada tanggal 14 Januari 1993 di Balai 

Adat Haratai di Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan; 

▪ Bahwa yang memberkati Para Pemohon adalah Rohaniawan 

yang bernama XXXX dan yang menjadi saksi nikah pada saat 

pernikahan Para Pemohon adalah XXXX; 

▪ Bahwa uang balaku (permintaan) secara adat dari Pemohon II 

kepada Pemohon I adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta 

Lima Ratus Ribu Rupiah); 

▪ Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan status 

Pemohon II adalah Perawan; 

▪ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan 

nasab, sesusuan maupun hubungan XXXXda yang dilarang 

agama untuk menikah; 

▪ Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau 

menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 

▪ Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun 

mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari 

Pemohon I maupun suami dari Pemohon II; 

▪ Bahwa Para Pemohon sampai dengan saat ini tetap rukun 

sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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▪ Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon dikaruniai 3 

(tiga) orang anak; 

▪ Bahwa Para Pemohon beserta anaknya telah memeluk agama 

Islam sesuai dengan surat Syahadah tanggal 11 Mei 2023 yang 

dilaksanakan oleh Yayasan Hasanudin Madjedie Banjarmasin; 

▪ Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah 

ini ke Pengadilan Agama Kandangan adalah untuk 

mendapatkan Kutipan Akta Nikah; 

  Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon tidak 

mengajukan pertanyaan; 

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan 

menyampaikan apapun lagi;  

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya 

tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan 

perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan 

ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para 

Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; 

Hakim Tunggal 

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di 

Pengadilan Agama Kandangan, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh 

Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor: 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal 

Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal; 

Kewenangan 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat 

(2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun, pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia 

merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama; 

Pengumuman dan Pemanggilan 

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di 

papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan selama selama 14 

hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua 

Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 

14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk 

Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, 

dipandang telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk 

menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian 

pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah 

ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya 

point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan 

sahnya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah 

dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena 

itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, 

apakah beralasan hukum atau tidak; 

Perubahan Permohonan 
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Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang 

disampaikan Para Pemohon di persidangan ternyata secara substansi 

ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, sehingga 

perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 

Rv; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 orang 

saksi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di 

Kabupaten Barito Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formal dan materiil, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Agama 

Kandangan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan 

permohonan para Pemohon; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan 

aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka 

sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu 

Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, 

susunan dan hubungan dalam keluarga; 

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Perkawinan 

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Para Pemohon 

karena keduanya pernah menikah secara agama Hindu Kaharingan, 

sehingga bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah 

suami istri; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi 

Surat Syahadah Pernyataan Memeluk Agama Islam yang telah bermeterai 

cukup dan cocok dengan aslinya atas nama Para Pemohon, isi bukti 

tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah memeluk agama Islam 

pada tanggal 11 Mei 2023, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal 

dan materiil sehingga memperkuat fakta bahwa sejak tanggal 11 Mei 2023 

Para Pemohon sudah beragama Islam; 

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah 

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang 

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan 

Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat 

bukti; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang 

dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah 

dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah 

ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 1993, para Pemohon melangsungkan 

pernikahan menurut agama Hindu Kaharingan di Balai Adat Haratai di 

Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan  

dengan Rohaniawan yang memberkat bernama XXXX; 

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, 

sedangkan Pemohon II berstatus Perawan  serta disaksikan oleh dua 

orang saksi yang masing-masing bernama XXXX serta dihadiri oleh 

kedua belah pihak keluarga dan uang balaku (permintaan) secara adat 

dari Pemohon II kepada Pemohon I adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 

(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); 
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- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan 

Pemohon II adalah Perawan;  

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak 

ada hubungan sesusuan; 

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat 

perkawinan dengan orang lain; 

- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang 

keberatan dengan pernikahan Para Pemohon; 

- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis 

dan belum pernah bercerai;  

- Bahwa selama menikah Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

- Bahwa Para Pemohon telah memeluk agama Islam sesuai dengan 

surat Syahadah tanggal 11 Mei 2023 yang diketahui oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

- Bahwa setelah memeluk Islam, para Pemohon tidak pernah 

memperbaharui akad perkawinan secara Islam; 

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk 

kepastian hukum sahnya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku 

nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting 

lainnya;    

Pertimbangan Sahnya Perkawinan 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para 

Pemohon tentang peristiwa perkawinan para Pemohon telah terbukti 

kebenarannya dan sesuai dengan persyaratan perkawinan menurut 

agama Hindu Kaharingan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah 

diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut sesuai 

dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, 
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sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikuatkan oleh keterangan alat bukti 

surat dan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat perkawinan Para 

Pemohon secara materiel dapat untuk disahkan; 

Menimbang, bahwa Jumhur  Ulama  berpandangan  bahwa  

perkawinan  non muslim ketika menjadi mualaf diakui sah dengan 

pengertian tidak perlu memperbaharui  (tajdid)  perkawinannya  karena  

peristiwa  pernikahan  suami  istri mualaf pada masa Rasulullah SAW 

masih hidup banyak diantara sahabat Nabi yang masuk ke agama Islam 

tetapi  Rasulullah  SAW  tidak  menyuruh  mereka  untuk  mengulangi 

penikahannya. 

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana termaktub dalam 

kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid para ulama berpendapat 

yang selanjutnya diambil Alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi : 

نَأكِحَة    وَأمََّا لََمِ،  قَ بألَ   ان أعَقَدَتأ   الَّتِ   الْأ هَا  طرَأََ   ث َّ   الْأِسأ لََم ،  عَلَي أ  أَنَّ   عَلَى  ات َّفَق وا  فإَِنََّّ م    الْأِسأ
لََمَ   عَلَى   النِ كَاحِ   عَقأد    كَانَ   وَقَدأ   ،-  وَالزَّوأجَةِ   الزَّوأجِ   مِنَ :  أعَأنِ   -  مَعًا  مَامِن أه    كَانَ   إِذَا  الْأِسأ

هَا الأعَقأد   ابأتِدَاءً  يَصِح   مَنأ  لََمِ  فِ  عَلَي أ لََمَ  أَنَّ  الْأِسأ  .ذَلِكَ  ي صَحِ ح   الْأِسأ
 Artinya : “adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam 

datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila 

Islam ada pada keduanya, yakni suami isteri (masuk Islam) secara 

bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang 

yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan 

yang demikian. 

 Menimbang, dalam sebuah Hadis diceritakan bahwa seorang 

sahabat Nabi SAW yang bernama Ghailan yang masuk  agama  Islam  

dari  agama  Nasrani,  Rasulullah  SAW memerintahkan  Ghailan  untuk  

memilih  empat  orang  istri  di  antara  10  orang  istrinya untuk  tetap  

menjadi  istri,  namun  Rasulullah  SAW  tidak  menanyakan  mengenai 

persyaratan  nikah yang  dahulu  dilakukan  sebelum  masuk  Islam  

terhadap  keempat isteri Ghailan tersebut. Hal tersebut sebagaimana 

tertulis dalam Hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Attarmidzi yang diambil 
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alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi: 

يَّالََّّفاَمََرَه َََّّّمَعَه َََّّّفاََسْلَمْنَاََّّن سْوَة َََّّّعَشْرَََّّّوَلَه َََّّّاَسْلَمََََّّّسَلَمَةََََّّّابْن َََّّّغَيْلَانَََّّّاَن َّ ََّّعَلَيْه َََّّّالل َََّّّصَلي َََّّّن ب 
ه ن ََّّيَ تَخَيّ َََّّاَنََّّْوَسَل مََّ ن ْ َّ(الترمذيََّّوَّاحمدَّرواهَّ)َّاَرْبعَ ََّّم 

 

Artinya : Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedang ia mempunyai 

10 (sepuluh) orang istri dan merekapun masuk Islam bersama dia, 

maka Nabi Rasulullah SAW, menyuruh agar ia memilih 4 (empat) 

orang dari isteri-isterinya itu (H.R, Ahmad dan Attarmidzi) 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat pula diketengahkan 

dalil fiqh sebagaimana yang dikutip dari kitab Al- Fiqh ‘Ala Al Mazahib Al- 

Arba’ah, Juz IV, halaman 233 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim 

yang berbunyi : 

ه م ا ق ب ل ان ق ض اء ع دة ال م رأة دام ال ن كاح ب ي ن ه م ا ف ان اس ل م ا اواس لم ال م رت د م ن   
Artinya :  Kalau suami isteri yang kafir masuk Islam atau orang murtad 

kembali masuk Islam sebelum habis masa iddah perempuan, 

maka kekallah pernikahan mereka itu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 

telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat jika para Pemohon tidak perlu 

memperbaharui akad perkawinan secara Islam ketika secara bersama-

sama mengikrarkan diri memeluk Islam dengan mungucapkan dua kalimat 

syahadat, serta berkesimpulan jika perkawinan yang telah dilakukan oleh 

para Pemohon pada tanggal 14 Januari 1993 di Balai Adat Haratai di 

Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan  saat 

para Pemohon masih memeluk agama Hindu Kaharingan patut untuk 

disahkan secara hukum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon 

terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan 

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan 

tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 
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8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ 

serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, 

oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan; 

Pencatatan ke KUA 

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu 

keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan 

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan 

maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar 

mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan 

kepada Para Pemohon;  

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Penetapan 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan 

Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1993 

di Balai Adat Haratai di Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan ; 
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3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan 

tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara 

ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah); 

Penutup 

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 

Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 

Hijriyah oleh H. Fitriyadi, SHI., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan 

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal 

dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. 

Mufidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para 

Pemohon secara elektronik. 

 
Hakim Tunggal, 

 

 

H. Fitriyadi, SHI., S.H., M.H. 

Panitera Pengganti, 

 

 

Hj. Mufidah, S.Ag. 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 75.000,00 

-  Panggilan : Rp 0,00 
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-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 145.000,00 

(seratus empat puluh lima ribu rupiah) 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16


